PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DFSA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA

Menimbang.

Mengingat

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

: t;ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan

I\%/Ienteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang‘
P;edoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan
Péeraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
lﬁencana Kerja Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara-
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik:
. Nomor 4339; '

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846});

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); ‘

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran



16.

17.

18.

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091},

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312); ‘

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017

tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
| Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 -
2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

Pﬁ)NYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ]|3upati ini yang dimaksud dengan:

N

Daerah adalalil Kabupaten Bombana
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana

- Pemerintah Pxi‘ovmm adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bupati adalah Bupati Bombana

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada
dibawah dan| bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya dlsebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa maslyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

diakui dan jdihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenanganH di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Repubhk Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain d1bantu perangkat Desa sebagai wunsur penyelenggara
Peniermtahan Desa. |

Kepala DesaE atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perangkat Dtesa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan|kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan!

Badan Permlusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya | merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
muSyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah! Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Pemerin:tah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan Idan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan vyang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

Pembangunal.n Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
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Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyaw’a_!ratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatar} dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangune{n Partisipatif adalah  suatu sistem pengelolaan
pembanguna|n di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan
oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan  kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian| dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, keglatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan\ prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai 1nforma51 terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kOI‘ldlSl serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan) sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuanidan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa,| adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka wa.ktu| 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penja’baran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usula{l RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungaq dengan pelaksanaan hak dan'kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli jatau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa latau perolehan hak lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja| negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan| pembangunan Desa, pemblnaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perlmbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan ash Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan |antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan

" kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategisi' adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dlkedepankan dalam perencanaan pembangunan Desa karena
dampaknya yang signifikan bagi Desa dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan |pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa
di masa yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode| penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Misi adalah| rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dllaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah Kebljakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesalkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strateglsi Desa yang dllaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka& waktu 6 (enam) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.
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Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai
sasaran dan|tujuan.

Kegiatan adalah  serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (outpuf) dalam rangka
mencapai haulsil (outcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa
dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil
(outcome) dapat terwujud.

‘Hasil (outcorr:ze) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan

pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam
satu program.

Dampak (im‘pact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembanguna'n /layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

Pasal 2

Penyusunan Petutnjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman, petunjuk
dan acuan bagi pemerintah Desa dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP
Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 3

!

Tujuan Penyusunaan petunjuk teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
serta Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu untuk mewujudkan tertib
administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.
c.

Perencanaan Pembangunan Desa;

- Penyusunan |RPJM Desa;

Penyusunan |RKP Desa;




d.
e.

(1)

(3)

(4)

(6)

Pelakseinaar,ll Pembangunan Desa; dan
Pemantauan dan Pengawasan.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah- Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu = pada perencanaan
pembangunan daerah.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
dengan sema[ngat gotong royong.

Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa
sebagajmanaI dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah desa, urusan
perencanaan| dan pemerintah kecamatan.

Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pzlada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping | profesional, unsur perangkat daerah yang membidangi
pemberdayaaln masyarakat dan desa, dan/atau pihak ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4);di wilayahnya.

Perencanaan| pembangunan desa disusun melalui musyawarah desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup bidang
penyelenggaraan |pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(1)

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Ii’embangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun; dan




(2)

(1)

(1)

(2)

1)
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b. Rencana|Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa
untuk jalngka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja

Pemerintah [Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah Desa melaksanakan tahapan
yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.

RPJM Desa isebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dalam jang1|<a waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

Bagian Kedua

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa
Pasal 9

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi
bidang  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembakuan | sub-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman| pada peraturan bupati yang mengatur tentang pedoman
pengelolaan keuangan desa.

Pasal 10

Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus
dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan
kesejahteraaﬂn yang ingin dicapai.

Kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk membangun desa di
segala bidang berdasarkan kewenangan desa yang merupakan
perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.




[©

(1)
(2)

(3)

@)

(9)
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Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kemandirian dan
kesejahteraaln masyarakat desa sesuai kewenangan desa dengan
mengoptimalkan potensi lokal desa.

Pasal 11

Kepala Desua menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

Penyusunan| RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan
prioritas program dan kegiatan daerah.

Penyusunani RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa,;

penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
pengkajian keadaan desa;

penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah
desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa;

penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah
perencanaan pembangunan desa; dan

g. penetapaan RPJM Desa. |

RO op

0

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 12

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. kepala désa selaku pembina;

sekretaris desa selaku ketua;

ketua lerrllbaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan
masyaral:cat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya.

Jumlah tim|sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7
(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusdn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.
Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

ao o
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Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

pe o

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
pengkajian keadaan desa;

penyusunanrancangan RPJM Desa; dan
penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Pasal 14

Tim penyuSun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.
Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan |untuk mengintegrasikan program dan  kegiatan
pembangunan daerah dengan pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan
informasi teﬁtang arah kebijakan pembangunan daerah.

Informasi argh kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

rencana bembangunan jangka menengah daerah;

rencana Istrategis satuan kerja perangkat daerah;

rencana umum tata ruang wilayah daerah;

rencana Finci tata ruang wilayah daerah; dan

|
rencana pembangunan kawasan perdesaaan.
' |

|

Kegiatan perulyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
huruf b, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana
program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke desa.
Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa;

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan |dalam format data rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke desa;

°opp o

Pasal 15




()

(1)

(2)
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Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 16

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Pengkajian (keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.
Pengkajian [keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa
dalam fangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 17

Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf a dllakukan melalui kegiatan :

a. pengam‘t%ﬂan data dari dokumen data desa; dan

b. pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini.

Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya
alam, sumbclar daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber
daya kelemblagaan dan sosial budaya yang ada di desa.

Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dituangkan dalam format data desa.

Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan desa.

! Pasal 18

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa.




(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
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Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dllakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok perajin;

. kelompolf perempuan;

kelomp01'< pemerhati dan pelindungan anak;

kelompollc masyarakat miskin;dan

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya rlnasyarakat Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap

- musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana
kegiatan.
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,
pembinaan |kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa.

Pasal 19

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan
dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi keloxl{lpok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat
kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

(3} Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana

(4)

dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
penggalian ga’gasan. 7

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana|dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat desa.
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Pasal 20

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam format

usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
‘ (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

(1) Tim penyust
desa.

Pasal 21

1in RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita

acara.
(3) Berita acaral

sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dilampiri dokumen:

a. data desa yang sudah diselaraskan;

b. data ren
desa;

cana program pembangunan daerah yang akan masuk ke

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. rekapitullasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari
dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil
pengkajian keadaan desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan
Desa setelalll menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui
musyawaraﬁ desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 23

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.




(2)

(1)

(2)

(1)
(2)
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Musyawarah desa sebaga1mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhltung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

I Pasal 24

Musyawaralll desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas

dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari
visi dan misi Kepala Desa; dan

c. rencana |prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah

yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebaga:lmana dimaksud pada ayat (2},

membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;

b. prioritas |rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam)
tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan

d. rencana jpelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa,
dan/ataul kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 25

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Q4 dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman baél Pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.
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Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(1)

(2)

(4)

(1)

()

(3)

Pasal 26

Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa
berdasarkan berita acara sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1).
Rancangan| RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan)dalam format rancangan RPJM Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RPJM Desal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh
tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26.
Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
Kepala Deﬂsa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan
RPJM Desa| sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal| rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

Kepala Desa  menyelenggarakan = musyawarah perencanaan
pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati
rancangan RPJM Desa. |

Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat.

l
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. tokoh adat;




(4)

(1)
(2)
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tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompol’c perajin;

kelompollc perempuan;

kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

kelompok masyarakat miskin; dan

kelompok—kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat desa.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

MO PR M0 0T

Pasal 29

Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8 :
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 30

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan | dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah  perencanaan pembangunan Desa
sebagaimarlla dimaksud dalam Pasal 27.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa tentang RPJM Desa.




(1)

(2)
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Pasal 31

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi ppristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; atau

c. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum
tertuang dalam RPJM Desa.

Perubahan ‘RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas

dan disepalkati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 32

Sistematika penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)
(2)

(1)

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Pemerintahl, Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
RKP Desa ,disusun oleh Pemerintah desa sesuai dengan informasi dari
pemerintahH daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana
kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan" pemerintah
daerah.
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun
berjalan. |
RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 34

Kepala DFsa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan
masyarakat desa. |




(2)
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Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusulnan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah
~desa; :

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencertr{atan pagu indikatif = desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke desa;

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan desa; ‘

g. penetap'an RKP Desa;

h. perubahan RKP Desa; dan

pengajuan daftar usulan RKP Desa.

o

P
.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

(1)
2)

(3)

3)

Pasal 35

Badan Peqnusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.

Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa.

Badan Pei'!rnusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun
berjalan.

Pasal 36

Musyawara}h desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyeplakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. membefltuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan
keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat

berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat

daerah.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

keputusan |Kepala Desa.




4)
(5)

(1)
(2)

@

(4)

()
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Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dituangkan dalam berita acara.
Berita acar? sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman
Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3 |
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 37

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
Tim sebaga%mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Kepala Desa selaku pembina;
Sekretall"is Desa selaku ketua;
Ketua Llembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
“anggotal yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur
masyarakat.
Jumlah tiﬁll sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7
(tujuh) dan|paling banyak 11 (sebelas) orang.
Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.
Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat
bulan Juni tahun berjalan.
Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

aoop

Pasal 38

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.

pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke d!esa;

pencermataﬁn ulang dokumen RPJM Desa,;

penyusunafl rancangan RKP Desa; dan

penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.




(2)

(1)

(3)
()
()
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Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program /Kegiatan
Masuk ke Desa

Pasal 39

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari pemerintah daerah
tentang:
a. pagu indikatif desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Data dan i{nformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
Kepala Desa dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap
tahun berJalan

Pasal 40

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi:

a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana .lalokam dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perlmbangan yang diterima pemerintah daerah;

c. rencana baglan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Tim penyu!sun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana

program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang meliputi:

a. rencana 1|<erja pemerintah daerah;

b. rencana |program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah; |

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan
rakyat daerah.

Hasil pencerrlnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke

dalam format pagu indikatif desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke

dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.

Berdasarkan| hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana

pembanguna'n berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan

RKP Desa.




(1)

()

(3)

(1)
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Pasal 41

Bupati men|erbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam
hal terjadi l|<eterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah
desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan
sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana
dimaksud pé{da ayat (1). _

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) unt;uk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember
tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 42

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan perinbangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencerlmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 43

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

ae op

SR o

hasil kesepakatan musyawarah desa;
pagu indikatif desa;
pendapatan a§li desa;
rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah d%lerah;
- jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD daerah;
hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
hasil kesepakéltan kerjasama desa dengan pihak ketiga.




@

(1)

(2)

(3

(4)

(1)
(2)

@
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Pasal 44

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
desa sesuailjenis rencana kegiatan.

Pelaksana | kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan. |

Pasal 45

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola

- melalui|kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;

d. rencarialt program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan

e. pelaksa'na kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa
dan/atau unsur masyarakat desa.

Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang

pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan

RKP Desa sc?bagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat desa,

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembangunan
infrastruktu'r' dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam forma‘t rancangan RKP Desa.

Pasal 46

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilampiri
rencana keglatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana keg1atan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati
bersama paf'a Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa.
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
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Pasal 47

Pemerintah| desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah) pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
Rancangan idaftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan
RKP Desa.

Pasal 48

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh
tim penyuSIHm RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 49

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48.

Kepala Desa:t mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). |
Dalam hal} Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimanﬂa dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasval 50

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangun?n desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati
rancangan RKP Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (]l) diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat.




3
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Unsur masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
tokoh adat
.. tokoh agama
~ tokoh masyarakat

tokoh pend1d1kan

pemakyan kelompok tani;
‘ _perwak|ilan kelompok nelayan;

perwak:iilan kelompok perajin;

perwak‘ilan kelompok perempuan;

perwaklilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

N R

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur

masyarakat|lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 51

Rancangan [RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat|desa. '

Rancangan |RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi

- prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif desa;

b. pendapatan asli desa;

c. swadayla masyarakat desa;

d. bantuarll keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau

pemermtah daerah.

Prioritas, prlogram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan! berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

b.  peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia:;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam;
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g. pelestajlrian adat istiadat dan sosial budaya desa;

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan ‘

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
desa.

Pasal 52

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dituangkan dalam berita
acara.
Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan
perbaikan | dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah = perencanaan pembangunan  desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rancangan |RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan |peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan
desa,tentanﬂg RKP Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa

Pasal 53

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomti, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; atau

c. bidang|dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum
tertuang dalam RKP Desa.

Dalam hal Itelj]'adi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa

khusus seblagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;




(3)

(3)

(4)
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b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkenaI dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan '

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal| terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan

mendasar altas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Kepala Desa} melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
dalerahl

b. mengkajl ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkend dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemenrlltah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah| ‘

C. menyuslun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan

d. menyuslun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 54

Kepala Desa  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan
pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan
pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagalrnana
yang dimaksud dalam Pasal 53.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa |khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
desa sebaéaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
peraturan ]jesa tentang RKP Desa perubahan.

Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 55

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bupati melalui Camat.




(2
(3)

(5)

- (6)

-29.

Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) palilng lambat 31 Desember tahun berjalan.

Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan daerah. ;

Bupati me'nglnformamkan ‘kepada pemerintah desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)-

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa
sebagaimanla dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah desa
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah
desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 56

Sistematika penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi:

a. pembangunan desa berskala lokal desa; dan

b. pemban’gunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola desa,
kerjasamaéntar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangun;an desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
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Pasal 58

(1) Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program dﬁlerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal kétentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaanlprogram sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke
dalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di
desa dicatat dalam APB Desa.

(3) Dalam hal kei:tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan| program sektor dan/atau program daerah didelegasikan

. Kepada Desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan| program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa
yang diselenggarakan oleh BPD. |

(5) Dalam hal| pembahasan dalam musyawarah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program
sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan
keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati,
disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

(6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 59

' (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daiarah yang didelegasikan pelaksanaannya Kepada Desa.
(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
| dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 60
Tahapan persiapan meliputi:

a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan|rencana kerja;
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sosialisasi kegiatan;
pembekalan 'pelaksana kegiatan;
penyiapan dokumen administrasi;
pengadaan tenaga kerja; dan
pengadaan bahan/material.

Paragraf 2

Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

(1) Kepala De:ﬂ;a memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang
tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

- (2) Kepala Desall menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala
Desa.

(3) Dalam hal {pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili
keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat
mengubah pelaksana kegiatan.

Paragraf 3
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 62

(1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
(2) Sosialisasi s'ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain
melalui:
musyawarah pelaksanaan kegiatan desa,;
musyawarah dusun;
musyawarah kelompok;
sistem informasi desa berbasis website;
~ papan ihformasi desa; dan
media lain sesuai kondisi desa.

me e op
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Paragraf 4
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 63

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di
desa. |

(2) Pemerintah, pemerlntah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan pembimbingan teknis.

Pasal 64

(1) Pembekalan|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, antara lain:

a. pengelolaan keuangan desa;
b. penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
c. pembangunan desa.

(2) Kegiatan p'embekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi
pengelolaan| keuangan dan  teknis penyusunan  dokumen
pertanggungjawaban keuangan.

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan  pemerintahan  desa

‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis
administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan
batas desa.

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan | sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan
jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
informasi desa.

(5) Ketentuan I%bih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dalam peraturan
Bupati.

Paragraf 5
- Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 65

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

%
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Paragraf 6
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 66

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 67

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di
desa sekurahg—kurangnya melakukan:

pendataan kebutuhan tenaga kerja;

pendaftalran calon tenaga kerja;

pembent!ukan kelompok kerja;

pembagian jadwal kerja; dan

pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor
yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

opo0 o

Pasal 68

(1) Pelaksana k!egiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di
desa, sekural‘ng-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari desa; dan
c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran haxlga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai deng:lan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa.

i

Pasal 69

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong

masyarakat desa,| sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpuna‘m dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan
dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;




e
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pendataan sumbangan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga yang
berbentuk be}rang;

pendataan hibah dari masyarakat desa dan/atau pihak ketiga;
pembentuka}l kelompok tenaga kerja sukarela; dan |

penetapan jadwal kerja.

Pasal 70

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-
kurangnya mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat desa dan/atau
pihak ketiga kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa
sebagai dampak kegiatan pembangunan desa dan diikuti dengan
proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat desa dan/atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
desa.

Pembiayaan| akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a

dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 71

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan tanpa merugikan
hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan
pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan desa. |

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
Pembiayaan| yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak
rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui APB|{Desa.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 72 .

Kepala Desa mengoordmamkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang
sekurang—kurangnya meliputi:

a
b.
c.
d
e
f

g.

(1)
(2)

(4)

rapat kerja dengan pelaksana keg1atan
pemeriksaan |pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa;

‘perubahan pelaksanaan kegiatan;

pengelolaanpengaduan dan penyelesaian masalah;

penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 73

Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan
tahap akhir kegiatan infrastruktur desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tenaga ahli| di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan
dokumen RKIP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang
berasal dari :masyarakat desa.

Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala lDesa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat
perihal kebl%tuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah yang membidangi
pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
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Pasal 74

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan

cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil

pelaksanaan| kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

Pemeriksaan| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3

(tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan

pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus
yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan
di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

‘a. kenaikan! harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

peraturan Bupati.

| Pasal 76
!

Kepala Desa{1 mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan: |




?3)

(1)

()
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a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa dilaltkukan melalui:
1. swadiaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi,
dan/iatau pemerintah daerah.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
dan |
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan
kegiatan |disetujui oleh Kepala Desa.
Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 77

Kepala Desa|memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76. ,
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berital acara. ‘

Berita acara|sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan
gambar des’ain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal
terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
infrastruktur desa.

Berita acara|sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi
Kepala Desamenetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan 'plelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

Kepala Desal mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat
dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
desa.
Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah seb‘agaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;




(3)

(4)

(5)

(2)

(3)
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b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan| pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana

dimaksud pqda ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana
kegiatan;

" c. menginfé)rmasikan kepada masyarakat desa perkembangan

penyelese'tian masalah; :
d. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dan
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
Penyelesaian‘ masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan
pengarusutarlnaan perdamaian melalui musyawarah desa.
Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyepakati| masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan
dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 5
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

Laporan pelalksanaan kegiatan dituangkan dalam format laporan hasil

pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri

dokumentasi| hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang

sekurang-kurangnya meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. foto kegiatanin frastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100%
yang dianllbil dari sudut pengambilan yang sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau
melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang|memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung
kepada teinaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan

f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa.

Kepala Desa |menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan |laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). '




§)
@

()

-39 -

Paragraf 6
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 80

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Musyawarah| desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan
Desember tahun anggaran berikutnya.

Kepala Desa! menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan
akhir pelaksana kegiatan.

Pasal 81

Masyarakat |desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3).
Tanggapan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan
masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dituangkan
dalam berita acara.

Kepala Desa |mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasﬂ kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 82

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan
dalam rangfka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan
pembangunarﬂl desa.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan cara:




(1)
(2)

(3)
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a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dﬂestankkan dan dikelola pemanfaatannya,;

b. membentuuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaailtan hasil kegiatan pembangunan desa; dan

o pengalok?sian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Ketentuan p(lelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

Kepala Desa “membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil

kegiatan pem!bangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan déngan keputusan Kepala Desa.

5 BAB YV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 83

Pemerintah, |pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan
pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat desa.

Masyarakat | desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pa“da ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa

dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

‘ Pasal 84

Pemantauan bembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagalmana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP
Desa. ! .

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukafl dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang
dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,
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(3) Bagi desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya
berakhir, Klepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa
sampai akhir masa jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bombana
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Keterangan Lampiran

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DN KEGIATAN YANG MASUK

KE DESA
I‘:gfgl%/[ DIISI DE;\TGAN
' Nomor-
b |Bidang
c Nama PrOgﬁram /Kegiatan 7
d |pitih salah|satu dari Pemerintah / Pemda Prov/ Pemda Kab (Nama
Kementnan /OPD)
e SDGs DesaE ) TR
f {Tatrun Pelaksanaan
g Lokasi Kegjiatan RT/RW/Dusun .
~h Jumlah Ol%.t Put

T ]
Satuan Oult Put

Total Angg%u'an yang digunakan
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Keterangan Lampiran

B. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

;::) ‘i Diisi Dengan
Nomor %
Bidang E
.- Penomoran.Kllegiatan
d Nama Program/Kegiatan
€ SDGs K(-':I ‘
¢ Data ekSIStmg (pada tahun berjalan) Terkait SDGs Desa yang disasar oleh
program/kegiatan
g Target Capalqn tahun ke 1
h |Target Capaian tahun ke 2
i Target Capaia\ﬂln tahun ke 3
] |Target Capaiafn tahun ke 4
k Target Capaiax‘.n tahun ke 5
1 Target Capaialfn tahun ke 6
m Lokasi kegiata‘jn RT/RW/Dusun
n |Jumlah outApixt & satuan
o Jumlah dan p:ihak penerima manfaat
P Waktu pelaksfanan tahun ke 1 (isi dengan centang)
q Waktu pelaksfanan tahun ke 2 (isi dengan centang)
.r . Waktwpelaksfanan-tahun:kes.(isi.dengan.centang).
s Waktu pelaks:anan tahun ke 4 (isi dengan centang)
St Waktu pelakstanan tahun ke 5 (isi dengan centang)
- Waktu pelaks%man tahun ke 6 (isi dengan centang)
A 'Jumla\h'biajraqz
w Sumber biayaﬂ (PADesa/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
X Swakelola/ Keﬁasma Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga




C. FORMAT BER[TA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

‘BERITA ACARA
Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan..........ccceeeereun.. diDesa ....covvueirivnniiiriiiieereineerennrs
Kecamatan ............. SO SN Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada
Hari dan Tanggal @ .oocciiiiiiiiiiiiiieiciiiiinneciteennnesaneasensaannns
Jam T s rrataess s s s easss s bannne
Tempat D eerterectsereriireiecesarasesatratttrtrasassernraras
Telah diadakan kegiatan..........ccccoeeeerriinninncennnaiennnnnas yang telah dihadiri oelh wakil-wakil

kelompok, unsur dan t?koh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana
tercantum dalam datar, hadir terlampir. '

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan Narasumber
dalam membahas kegiatan........ccccevvuceeennnrennnnes. adalah :

A. Materi

.........................................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : .....c..ceeeeviiiiiiiiiniineiniiiinacnn. dari ccoooviiniiiiiiiinecens
Notulen O RPN dar cooceeveniiiiiiniininneninenn,
Narasumber 1. dari.
2t ereeiirrr s n s s san s dar ..ccevveiiiiniiiiiiireeiin
S R UTON dan - seterusnya
Unsur Peserta | SO UU PR PRN LY o TR
S OTOON dar ..occovvvvienniiiiinecrren.
3 dan.seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah

! . . . ,
................................ menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah!......c...ccceevuneenes yaitu :
.................................. s -
B e eteeetnesonnsirsssrnossorasssesseessnsnstsonssrensssnsssansssessiansoreroisreresnrosrartiateornrrnns
B cerrereseeeeneresssesssssssanes oeeeeeeeeeseee oo essessss eSS

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.
Demikian Berita Acara i 1n1 dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan. sebagajmuana mestinya.

KetwaBPD + e tanggal.........cceeeees

Wakil Masyarakat
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Keterangan Lampiran

D. FORMAT RANCANGAN RKP DESA

| Judul Kolom |

I ’ Diisi Dengan
a Nu?mor
b : Bidang
c Pe:nomoran Kegiatan
d Nama Program/ kegiatan
e SDGs Desa Ke -
f Data Eksisting padaTahun Berjalan terkait SDGs desa
: yang disasar oleh program/ keglatan _
Target capaian akhir tahun pelaksanaan RKP Desa
h Lc!?kasi kegiatan RT/RW/Dusun
i Jl%lmlah Output & satuan:
j Jumlah dan pihak penerima manfaat
k Tanggal /bulan prakiraan pelaksanaan
| Jumlah biaya
m Sl;mber daya (PADes/ I?D /ADD/BHPD-
RD/BKProv/BKKab/lain-lain
n S\z:vakelola/ Kerjasama Antar Desa/Kegiatan Pihak Ketiga
o] R%ncana Pelaksanaan Kegiatan
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Keterangan Lampiran

. B, FORMAT DATA DAN ON FORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN

, PEMBANGUNAAIIV DESA
Judul Kolom : Diisi Dengan
a Nomoﬂr
b Bidan!g
|
c Namai Program/Kegiatan
d JumlaEh Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari PADes (Rp)

Jumlaih Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari DD (Rp)

Jumlaih Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari ADD (Rp)

Jumlziih Biaya Program/Kegiatan yang didahai dari BHPD-RD (Rp)

Juml%h Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari BK Prov (Rp)

Jumla:h Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari BK Kab (Rp)

JumlaEh Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp)
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Keterangan Lampiran

F. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Judul Kolom

Diiéi Dengan
a Nbx!nor
b Bidang
c Urlitan Prioritas
d Nar!na Program/kegiatan
€ SDGS Desa Ke
£ Datia eksisting pada tahun beljalan terkait SDGs Desa yang
: disasar oleh program/kegiatan -
g Loklas1 kegiatan RT/RW/Dusun
h Praim'aan Volume & Satuan
i Jurlplah Output & satuan
j Junf:lah orang penerima manfaat Laki-Laki
k Jur'hlah orang penerima manfaat perempuan
1 Jumlah orang penerima manfaat dari anggota Rumah Tangga
Mlskm
m Jumlah Biaya

Sumber daya (PADes/DD/ADD / BHPD RD/ BKProv /BKKab/lain-
lam
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Keterangan Lampiran

G. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN

SDGs DESA :
Judul Kolom T Diisi Dengan

]

a SDGs D;esa Ke

b Nomor 'I%egiatan

c Nama‘Uisulan
E :

d Pengusul (Perwakilan/kelompok masyarakat/ lembaga /individu/dll)
! ,

g Lokasi k:egiatan RT/RW/Dusun

h PrakiraaEn Volume & Satuan

j f Jumlah :orang penerima manfaat Laki-Laki

k {Jumlah lorang penerima manfaat perempuan

Jumlah iorang penerima manfaat RTM
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Keterangan Lampiran

H. FORMATDAF’IH‘AR KERJA SAMA ANTAR DESA

Judul Kolom Diisi Dengan"
a Nom:or
b Bida%lg
c , Urutian Prioritas program
d Nafn%a Program/kegiatan
e SDGfs Desa Ke
f Lokaisi kegiatan RT/RW/Dusun
g Juml:ah Output & satuan
h » Jumllah dan pihak penerima manfaat
i Jumliah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
. Sumber daya (PADes/DD/ADD/BHPD-
J  |RD/BKProv/BKKab/lain-lain |
k Jun’n:ah Biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp)

Narh;':l Desa Lain
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Keterangan Lampiran

I. FORMAT DAF'II‘AR KERJA SAMA PIHAK KETIGA

- |Judul Kolorﬁ Diisi Dengan
a Norrlxor
b Bid%lng
c Uru:tan Prioritas program
d Nan:la Program/kegiatan
| e SD#S Desa Ke
; f ‘ Lok%asi kegiatan RT/RW/Dusun
% g Juniﬂah Output & satuan
h Juninlah dan pihak penerima manfaat
i J un:llah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
. Sumber daya {PADes/DD/ADD/BHPD-
3 RD/BKProv/BKKab/lain-lain |
k Jun:'lllah Biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp)
lA , Nan:za pihak ketiga
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Keterangan Lampiran

J. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN .

PEMBANGUNAN DESA

Judul Kolom Diisi Dengan
a Nonilor
b Bidang
c Nqnf'lor
d : Sub: Bidang
€ Nanila Program/kegiatan
£ Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g Jun:llah Output & satuan *
h J un:llah Biaya yang dikeluarkan
i Jumlah Dana
j J unExlah realisasi penerima manfaat
k J ungllah orang pemanfaat laki-laki
1 J unjllah orang' pemanfaat perempuan
m J ungllah orang pemanfaat daﬂ anggota RTM
n Pral:draan jumilah hari pelaksanaan
o PraI:{iraan tanggal mulai pelaksanaan
p Pral:draan tanggal selesai pelaksanaan
q J urrillah Dana . Q/fﬁ
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